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administrasi-izin-9.964-ha-kebun-sawit-di-buol-sudah-lengkap 
diakses pada tanggal 30 Juni 2019 

 
http://www.merdeka.com/uang/tahun-lalu-115-ribu-hektar-hutan-perhutani-

dalam-sengketa.html diakses pada tanggal 9 Desember 2016 
 
http://kbbi.web.id/paradigma, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 

http://www.webster-dictionary.org/definition/Paradigm, diakses pada tanggal 20 
Mei 2017 

 

https://kbbi.web.id/kawasan diakses pada tanggal 18 Juni 2017 

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kawasan/ diakses pada tanggal 18 
Juni 2017 

http://industri.bisnis.com/read/20180523/99/798990/reforma-agraria-977.824-ha-
kawasan-hutan-telah-dilepas diakses pada tanggal 17 Juni 2018 

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan: 

UUD Negara RI 1945 

Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam 

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan 

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan 

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

POLITIK HUKUM KAWASAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM SUMBER DAYA ALAM (PASCA
PUTUSAN MK TERKAIT UJI
MATERIIL UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN)
TOTOK DWI DIANTORO, Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si; Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo
Universitas Gadjah Mada, 2020 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



425 
 

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan 
Hutan 

PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 

PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan 

PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan 

PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk 
Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang 
Berlaku pada Departemen Kehutanan. 

PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi 
Kawasan Hutan 

PP No. 60 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi  Kawasan Hutan 

PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan 

PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 24 Tahun 2010 tentang 
Penggunaan Kawasan Hutan 

PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan dan Peruntukan Fungsi 
Kawasan Hutan 

PP No. 105 Tahun 2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan 

Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional 2015-2019 

Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam 
Kawasan Hutan 

Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di 
Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan 
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Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 
tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat 
Hukum Adat 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar 
Pengukuhan Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan 
Fungsi Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan 
Fungsi Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah 
Kesatuan Pengelolaan Hutan  

Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung 
(KPHL) dan KPH Produksi (KPHP) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi 
dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi 

Peraturan Menteri Kehutanan P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan 
Hutan 

Peraturan Menteri Kehutanan P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan 
Hutan 

Surat Edaran Menteri Kehutanan SE.3/Menhut-II/2012 tentang Putusan MK 
45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 

Surat Edaran Menteri Kehutanan SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan 
MK35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
SE.2/Menlhk/Setjen/kum.4/2/2016 tentang Putusan MK 95/PUU-
XII/2014 tanggal 10 Desember 2015 

Nota Kesepakatan Aksi Bersama 12 Kementerian/Lembaga (NKB 12 K/L) 
tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia 

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 220/Menhut-II/2014 tentang Pelimpahan 
Wewenang Menteri Kehutanan Kepada Direktur Jenderal 
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Planologi Kehutanan untuk Atas Nama Menteri Kehutanan 
Menandatangani Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan 
Kawasan Hutan  

Surat Keputusan Menteri LHK No. 180/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang 
Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber 
Tanah Objek Reforma Agraria 

Surat Keputusan Menteri LHK No. 22/MenLHK/Setjen/PLA.0/1/2017 tentang 
Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) 

Peraturan Menteri LHK P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan 
Sosial 

Peraturan Menteri LHK P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan 
Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani Peraturan Menteri LHK 
P.32/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Hutan Hak 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan 
Umum, dan Kepala BPN No. 79 Tahun 2014, P.B 3/Menhut-
II/2014, 17/PRT/M/2014, dan 8/SKB/X/2014 (Perber 4 Menteri) 
tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di 
Dalam Kawasan Hutan 

Peraturan Menteri LHK P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara 
Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan 
untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria 

Peraturan Menteri LHK P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Tata Cara 
Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan 
untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria 

Peraturan Menteri LHK P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat 
dan Hutan Hak 

Surat Keputusan Menteri LHK 312/MenLHK/Setjen/PSKL.1/4/2019 tentang Peta 
Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat 

Surat Edaran Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung No. 
114/PDASHL/KPHL/DAS-3/9/2018 tentang Ketentuan 
Pelaksanaan Budidaya Kopi di Hutan Lindung 

Putusan MK No. 32/PUU-VIII/2010 terkait uji permohonan materiil UU No. 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
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Putusan MK Perkara No. 21-22/PUU-V/2007 terkait uji permohonan materiil UU 
No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal  

Putusan MK Perkara No. 3/PUU-VIII/2010 terkait permohonan uji materiil UU 
No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil 

Putusan MK No. 85/PUU-XII/2013 terkait permohonan uji materiil UU No. 7 
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011 terkait permohonan uji materiil UU No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011 terkait permohonan uji materiil UU No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terkait permohonan uji materiil UU No. 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 terkait permohonan uji materiil UU No. 41 
tentang Kehutanan dan UU No. 18 Tahun 2013 tentan Pencegahan 
Pemberantasan Pembalakan Hutan  

Putusan PN Palembang No.1150/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 
1149/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 1148/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 
1160/Pid.Sus/2014/PN.Plg; 1159/Pid.Sus/2014/PN.Plg; dan 
1158/Pid.Sus/2014/PN.Plg terkait perkara kriminalisasi petani 
(anggota marga) di kawasan hutan Suaka Margasatwa Dangku, 
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 

Putusan PN Kendal No.29/Pid.Sus/2016/PN.Kdl juncto Putusan PT Semarang 
Perkara No.43/Pid.Sus/2017/PT.Smg terkait perkara kriminalisasi 
petani hutan yang dituduh kawasan hutan (hasil tukar-menukar 
dengan lahan non-kawasan) tanpa izin di Desa Surokonto Wetan, 
Kendal, Jawa Tengah  

Putusan PN Blora No.288/Pid.Sus/2017/PN.Bla juncto Putusan PT Semarang 
Perkara No.102/Pid.Sus/2018/PT.Smg terkait perkara kriminalisasi 
petani hutan yang memasuki kawasan hutan (Perum Perhutani) dan 
mengambil ranting tanpa izin di Desa Temulus, Kabupaten Blora, 
Jawa Tengah 
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Putusan MA No. 56/P/HUM/2017 terkait permohonan uji materiil 
P.39/Menlhk/Setjen/Kum.I/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di 
Wilayah Kerja Perum Perhutani 
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